
SALINAN 

 

 

 

 

 

 
PERATURAN 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

 
NOMOR 8 TAHUN 2010 

    
TENTANG 

 
PEMBERIAN IZIN USAHA  DI BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL DAN JASA 
PENUNJANG PENDIDIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
 

Menimbang  :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan 
Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Bidang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Izin Usaha  di 
Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan 
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Bidang Penanaman Modal; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

    

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG 

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL 
DAN JASA PENUNJANG PENDIDIKAN DALAM RANGKA 
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG 
PENANAMAN MODAL. 

 

Pasal 1 
 
(1) Izin usaha di bidang pendidikan nonformal dan jasa penunjang pendidikan 

dalam rangka penanaman modal asing diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal. 

(2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. usaha di bidang pendidikan nonformal dan jasa penunjang pendidikan yang 

didalamnya terdapat modal asing; 
b. usaha di bidang pendidikan nonformal dan jasa penunjang pendidikan yang 

masih menjadi kewenangan Pemerintah. 
 

Pasal 2 
 

Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan setelah 
memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dari Kementerian 
Pendidikan Nasional. 
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Pasal 3 
 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: 

a. Berpedoman pada Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal serta Tata Cara 
Perizinan sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; 

b. menyampaikan tembusan Izin Usaha yang dikeluarkan kepada Menteri yang 
membidangi pendidikan nasional; 

c. menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Menteri 
yang membidangi pendidikan nasional. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Februari 2010 
 

  MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
 

TTD. 
 

MOHAMMAD NUH 
Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan  Nasional,  
  
 
 
 
 
Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM 
 NIP 196108281987031003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


